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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
 

NOMOR 6 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG                    

PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN                         

DAN BANGKA BELITUNG PADA TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan 

pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah 

Kabupaten Belitung melalui investasi, perlu dilakukan 

penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun Anggaran 2013; 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung tentang Pernambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Belitung Pada PT Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013; 
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790); 
 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724); 
 

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 
 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4799); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4812); 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Menteri  
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada 

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 15); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 

2012 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
 

dan 
 

BUPATI BELITUNG 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA PT BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA 

BELITUNG PADA TAHUN ANGGARAN 2013. 

 

BAB I 
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PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 

 

Pasal 1 
 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada               

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung sampai dengan tahun anggaran 2012 sebesar               

Rp 19.473.367.464, 77 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh 

puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus 

enam puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri 

dari : 

a. setoran modal yang diterbitkan sertifikat saham sebesar            

Rp 14.165.000.000,- (empat belas miliar seratus enam puluh 

lima juta rupiah), yang terdiri dari 14.165 (empat belas ribu 

seratus enam puluh lima) lembar saham;  

b. agio saham sebesar Rp 5.308.168.000,- (lima milyar tiga ratus 

delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan 

c. sisa yang belum dijadikan saham sebesar Rp 199.464, 77 

(seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam 

puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen). 
 

(2) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan 

perekonomian daerah serta pendapatan daerah, Pemerintah 

Kabupaten Belitung melakukan penambahan penyertaan modal 

daerah dalam bentuk saham pada PT Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 

 

Pasal 2 
 

(1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung 

pada Tahun Anggaran 2013. 
 

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar               

Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang jumlah sahamnya 

disesuaikan dengan nilai pasar pada saat pencairan. 

 

BAB II 
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PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL                  

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 

 

Pasal 3 
 

Pelaksanaan penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan 

Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 

menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku. 

 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung. 

 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 26 Desember 2012 

 

BUPATI BELITUNG, 

 

Ttd. 

 

DARMANSYAH HUSEIN 
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Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 26 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG, 

Ttd. 

ABDUL FATAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 6 

 


